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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan mengenai 

“Peran Kpu Dalam Mencegah Terjadinya Isu Sara Dalam Pelaksanaan Pilpres 

Dan Wapres Di Kota Mataram”. Adapun kesimpulan sebagai berikut: 

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan 

presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan 

putusan mahkamah konstitusi Nomor 14 / PUU 11/2013 tentang pemilu 

serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam 

pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, 

serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau 

mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. 

Pemilu 2019 saat ini khususnya dalam pemilihan Presiden  periode 

2019-2024 ada banyak sekali menggunakan isu SARA baik dikehidupan nyata 

maupun di media sosial itu sendiri. Tidak hanya isu SARA saja, penyebaran 

berita bohong (Hoax) juga banyak terjadi di media sosial terkait pasangan 

calon presiden, baik Paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat mengerahkan 

ratusan relawan untuk memantau dan mengantisipasi adanya kecurangan pada 

pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 di tempat pemungutan suara 

(TPS). Ada 492 relawan yang di  tugaskan untuk menjaga di TPS, ratusan 
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relawan ini nantinya ditugaskan untuk mengawasi pemilu mulai dari tahap pra 

pemungutan suara hingga perhitungan suara. 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak menutup kemungkinan terjadi 

permasalahan dalam kegiatan tersebut meskipun persentasinya sangat kecil. 

Seperti hanya dalam proses pelaksanaan pemilihan umum juga mengalami 

berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut antara 

lain. Faktor penghambat komisi pemilihan umum (KPU) dalam mencegah 

terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pilpres dan wapres. 

1.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. KPU Provinsi NTB Mataram harus lebih meningkatkan pada sosialisasi 

pada masyarakat mengenai bahaya isu sara dan money politik, agar 

kedepannya proses pemilihan umum lebih progresif. 

2. Masyarakat Kota Mataram, sangat penting untuk ikut berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum, supaya proses berjalannya pemilu 

aman dan nyaman  

3. Lembaga penyelenggara pemilu harus lebih memperhatikan masyarakat 

dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan politik, agar 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. 

4. Dan yang terakhir untuk kesempurnaan penelitian skripsi ini kiranya bagi 

para pembaca untuk ikut memberikan kritik dan saran seputar isi yang 

telah disajikan.   
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